PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN ENERG  NASI ONAL
DAN TATA CARA PENYARI NGAN
CALON ANGGEOTA DEWAN ENERG  NASI ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa wuntuk nel aksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13
Undang- Undang Nonor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dipandang perlu
nmenet apkan Peraturan Presiden tentang Penbentukan Dewan Energi
Nasi onal dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi
Nasi onal ;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 11 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok
Pert anbangan (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
2831);

3. Undang- Undang Nonor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagali strikan
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nonor 74,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 3317);

4. Undang- Undang Nonor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 23,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3676);

5. Undang- Undang Nonor 22 Tahun 2001 tentang M nyak dan Gas Bum
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nonmor 136,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4152);

6. Undang- Undang Nonmor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bum
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 104,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4421);

7. Undang- Undang Nonor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 96, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonor 4746);

MEMUTUSKAN :
Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN ENERG NASI ONAL DAN
TATA CARA PENYARI NGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERG  NASI ONAL.

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :
1. Dewan Energi Nasional adal ah suatu | enbaga bersifat nasional,



mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas Kkebijakan
energi nasional .

2. Kebi j akan energi nasi onal adal ah kebijakan pengel ol aan energ
yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan
berwawasan |ingkungan guna terciptanya kenmandirian dan
ket ahanan energi nasional .

3. Menteri adal ah nenteri yang bi dang tugasnya bertanggung jawab

di bidang energi.

BAB | |
PEMBENTUKAN DEWAN ENERG  NASI ONAL

Bagi an Kesatu
Penbent ukan dan Tugas

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Dewan Energi Nasional
sebagai mana di mnaksud dal am Undang-Undang Nonor 30 Tahun 2007
Tent ang Energi .

Pasal 3

Dewan Energi Nasional nenpunyai tugas :

a. merancang dan merunuskan kebijakan energi nasional untuk
di t et apkan ol eh Peneri nt ah dengan per set uj uan Dewan
Perwaki | an Rakyat Republik I ndonesi a;

b. nmenet apkan rencana unum energi nasional ;

C. nmenet apkan | angkah-| angkah penanggul angan kondi si krisis dan
darurat energi; serta

d. mengawasi  pel aksanaan kebijakan di bidang energi yang

bersifat |lintas sektoral.

Bagi an Kedua
Susunan Or gani sasi

Pasal 4
Dewan Energi Nasional terdiri atas pinpinan dan anggot a.
Pasal 5

Pi npi nan Dewan Energi Nasional terdiri atas :

a. Ket ua . Presiden
b. Waki | Ketua . Wakil Presiden
C. Ket ua Hari an . Menteri yang nenbi dangi energi

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Energi Nasional terdiri atas

a. 7 (tujuh) orang, baik Menteri maupun pejabat penerintah
| ai nnya yang secara |angsung bertanggung jawab atas
penyedi aan, transportasi, penyaluran, dan penanfaatan

energi; dan



(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

b. 8 (delapan) orang dari pemangku Kkepentingan, yang
terdiri atas :
1) 2 (dua) orang dari kal angan akadem si, yaitu pakar
energi dari Perguruan Tinggi;

2) 2 (dua) orang dari kalangan industri, vyaitu
praktisi di bidang industri energi;
3) 1 (satu) orang dari kalangan teknologi, vyaitu

pakar bi dang rekayasa teknol ogi energi;
4) 1 (satu) orang dari kalangan |ingkungan hidup,
yai tu pakar |ingkungan di bi dang energi; dan
5) 2 (dua) orang dari kalangan konsunen, vyaitu
masyar akat pengguna ener gi
Anggot a Dewan Energi Nasional sebagai nana di naksud pada ayat
(1) huruf b, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil

Bagi an Keti ga
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasi onal

Pasal 7

Dal am nel aksanakan tugasnya Dewan Energi Nasional dibantu
ol en Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional .

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasi onal  sebagai nana
di mmksud pada ayat (1), berada di [|ingkungan instansi
Peneri ntah yang nenbi dangi energi.

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasi onal  sebagai nana
di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fungsional berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasi onal
dan secara admnistratif bertanggung jawab kepada Menteri
yang nenbi dangi energi.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dipinpin oleh
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional diangkat dan
di ber henti kan ol eh Presi den sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasi onal sebagai mana
di maksud pada ayat (1) adal ah jabatan struktural eselon |a.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasi onal  nenpunyai tugas
menberi kan dukungan teknis dan adm nistratif kepada Dewan Energ
Nasi onal .

(1)

(2)

Pasal 10

Susunan organi sasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasiona
nmer upakan jabatan struktural eselon la, eselon Ila, eselon
Ill1a, dan eselon | Va.

Ket ent uan  nengenai susunan organi sasi dan tata kerja
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diatur I|ebih



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

lanjut oleh Ketua Dewan Energi Nasional sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Bagi an Keenpat
Kel onpok Kerj a

Pasal 11

Untuk kel ancaran pel aksanaan tugas Dewan Energi Nasional,
Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional dapat
menbent uk Kel onpok Kerj a.

Keanggot aan Kel onpok Kerja sebagai nana di maksud pada ayat (1)
terdiri dari pejabat struktural eselon | instansi penerintah
yang secara |angsung bertanggung jawab atas penyedi aan,
transportasi, penyal uran dan pemanfaatan energi dan i nstansi
penerintah lain serta pihak lain yang terkait.

Dal am nel aksanakan tugasnya, Kelonpok Kerja sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Ket entuan nengenai susunan Kkeanggotaan dan tata Kkerja
Kel onpok Kerja sebagai mana di maksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua
Hari an Dewan Energi Nasional .

Bagi an Kel i ma
Pengangkat an dan Penber henti an

Pasal 12

Anggot a Dewan Energi Nasional diangkat dan di berhenti kan ol eh
Pr esi den.

Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur
Pemangku Kepentingan diangkat ol eh Presiden setelah dipilih
ol en Dewan Perwakil an Rakyat Republik |Indonesia sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Pasal 13

Masa | abat an anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari
Menteri dan pejabat Penerintah |ainnya berakhir setelah yang
bersangkut an tidak menjabat |agi dalam jabatan Menteri atau
Pej abat Peneri ntah di maksud.

Masa | abat an anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari
unsur Pemangku Kepentingan adal ah selama 5 (lim) tahun.

Pasal 14

Anggota Dewan Energi Nasional yang berasal dari unsur
Pemangku Kepentingan tidak di berhenti kan dari jabatan organik
dan/ atau kehilangan statusnya sebagai pegawai tenpat yang
ber sangkut an bekerja selanma nenjadi Anggota Dewan Energi
Nasi onal .

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang di angkat sebagai Anggota Dewan
Energi Nasi onal yang berasal dari unsur Pemangku Kepentingan



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

penbi naan kepegawai an yang bersangkutan tetap berada dan
di | aksanakan ol eh instansi induknya sesuai dengan ketentuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 15

Dengan nenperhati kan arah kebijakan energi nasional yang
di t et apkan sesuali dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan, Presiden dapat mengubah konposi si Anggot a
Dewan Energi Nasional yang berasal dari Menteri dan pejabat
Penerintah | ai nnya.

Pel aksanaan ketentuan sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di | akukan sesuali dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan.

Pasal 16

Selain karena nasa jabatan berakhir, Anggota Dewan Energi

Nasi onal yang berasal dari Pemangku Kepentingan dapat

di ber henti kan sebel um berakhi rnya nasa jabatan apabila yang

ber sangkut an :

a. meni nggal duni a;

b. mengundur kan diri dengan nengaj ukan pernohonan secara
tertulis kepada Presiden nelalui Ketua Harian Dewan
Ener gi Nasi onal ;

C. bertenpat tinggal di luar wlayah Negara Kesatuan
Republ i k I ndonesi a;

d. di j at uhi hukuman pi dana berdasarkan putusan pengadil an
yang tel ah nenpunyai kekuatan hukum yang t et ap;

e. tidak dapat nmel aksanakan tugas secara kunulatif
nmel ebi hi 4 (enpat) bulan dalam 1l (satu) tahun

f. di usul kan untuk di berhenti kan ol eh |enbaga pendi di kan,

organi sasi profesi atau asosiasi pengusul Anggota Dewan
Energi Nasi onal yang ber sangkut an.
Unt uk penber henti an Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur
Pemangku Kepentingan sebelum berakhirnya nasa jabatan
sebagai mana di maksud pada ayat (1) ditentukan nel al ui Sidang
Anggota Dewan Energi Nasional vyang dipinpin oleh Mnteri
sel aku Ketua Hari an Dewan Energi Nasi onal .
Berdasarkan hasil Sidang Anggota Dewan Energi Nasiona
sebagai mana di naksud pada ayat (2), Menteri selaku Ketua
Hari an Dewan Ener gi Nasi onal mengusul kan  penber henti an
Anggot a Dewan Energi Nasi onal kepada Presiden.

Pasal 17

Penber henti an Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Penmangku
Kepent i ngan sebel um ber akhi rnya masa j abatan sebagai mana di naksud
dal am Pasal 16, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republ i k | ndonesi a.

(1)

Pasal 18

Unt uk mengi si kekosongan Anggota Dewan Energi Nasional dari



